
BUPATI SAROLANGUN, 

Menirnbang: a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan Keuangan Daerah perlu penyampaian 

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang 

memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan 

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah; 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 

Anggaran 2022; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

TAHUN ANGGARAN 2022 

BUPATISAROLANGUN 
PROVINS! JAMBI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 
NOMOR ~ TAHUN 2023 



Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

ten tang 2004 Tahun 1 Nomor 4. Undang-Undang 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Mengingat 



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 8), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 9); 

18. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 53 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 53), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 53 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 48); 
19. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2022 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun 

(Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 54); 



Rp l.199.030.839.984,21 

Rp l.177.755.645.488,02 

Rp 21.275.194.496, 19 

Rp 107.224.448.927,39 
Rp 5.000.000.000,00 

Rp 102.224.448.927,39 
Rp 123.499.643.423,58 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 
a. Pendapatan . 

b. Belanja dan Transfer . 

Surplus/Defisit . 
c. Pembiayaan 

- Penerimaan . 

- Pengeluaran . 

Pembiayaan Netto . 

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran . 

c. neraca; 

d. laporan Operasional; 

e. laporan Arus Kas; 

f. laporan Perubahan Ekuitas; 
g. catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan 
dengan Laporan Ikhtisar Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah / Perusahaan Daerah. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 
memuat: 

a. laporan Realisasi Anggaran; 

b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022. 

BUPATISAROLANGUN 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

Dengan Persetujuan Bersama 

20. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah 

Ka bu paten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 55); 



0,00 Selisih Lebih/ (Kurang) .. .. . . .. .. . .. .. Rp 

5.000.000.000,00 

5. 000. 000. 000, 00 Rp 1. Anggaran Pengeluaran 

Pembiayaan Setelah Perubahan. 

2. Realisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

107 .224.448. 927 ,39 

(6.457.438,39) Selisih Lebih/(Kurang) Rp 

107.217.991.489,00 Rp 1. Anggaran Penerimaan 

Pembiayaan Setelah Perubahan .. 

2. Realisasi . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp(6.457.438,39) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Surplus/Defisit Setelah Rp (102.217.991.489,00) 

Perubahan ................................. 

2. Realisasi .................................... Rp 21.275.194.496,19 

Selisih Lebih/ (Kurang) ............... Rp (123.493.185. 985, 19) 

Rp(123.493.185.985,19) dengan rincian sebagai berikut: 

sejumlah surplus/ defisit realisasi dengan anggaran c. Selisih 

1. Anggaran Belanja Setelah Rp l.276.050.516.792,00 

Perubahan ................................. 

2. Realisasi .................................... Rp l. l 77.755.645.488,02 

Selisih Lebih/ (Kurang) .............. Rp 98.294.871.303,98 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah 

Rp98.294.871.303,98 dengan rincian sebagai berikut: 

1.199.030.839. 984,21 

(25.198.314.681,2 l) 

2. Realisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 

Selisih Lebih/ (Kurang) . . . .. . . . . . . .. . . Rp 

Rp(25.198.314.681,21) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Pendapatan Setelah Rp l.173.832.525.303,00 

Perubahan . 

sejumlah pendapatan realisasi dengan anggaran a. Selisih 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagai berikut: 



l.228.924.279.291,86 

1.215.118.492.083,34 

13.805. 787 .208,52 
0,00 Rp d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional . 

a. Pendapatan Kegiatan Operasional . . . . Rp 

b. Be ban Kegiatan Operasional . . . . . . . . . . . . Rp 

c. Surplus/Defisit dari Operasi Rp 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut: 

Pasal 6 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 
2022 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset Rp 2.291.613.136.680,18 

b. Jumlah Kewajiban Rp 3.308.979.600,70 

c. Jumlah Ekuitas Rp 2.288.304.157.079,48 

123.499.643.423,58 

(67 .562,39) 

123.499.643.423,58 

107.217.991.489,78 

107.217.923.927,39 

Pasal 5 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 

Tahun Sebelumnya . 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir . . . . . . . . . . . . Rp 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 

b. Penggunaan SAL se bagai Rp 

Penerimaan Pembiayaan Tahun 

Berjalan . 

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 

(SiLPA) .. 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 
sebagai berikut: 

102.217.991.489,00 

102.224.448. 927 ,39 

(6.457.438,39) 

1. Anggaran Pembiayaan Netto 

Setelah Peru bah an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 

2. Realisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Rp 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp(6.457.438,39) dengan rincian sebagai berikut: 



: Laporan Realisasi Anggaran; a. Lampiran I 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

2.504.256.822.394, 70 
8.337.732.459,42 

(224.290.397. 774,64) 

a. Ekuitas Awal . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp 
c. Dampak Kumulatif Perubahan Rp 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar . 
d. Ekuitas Akhir Rp 2.288.304.157.079,48 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 

f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut: 

123.499.643.423,58 

0,00 

6.525.000,00 

( 189. 688. 698. 680, 77) 

205.963.893.176,96 

107.207.843.124,78 

Pasal 8 

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Investasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Pendanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Transitoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Rp 

f. Saldo Kas Akhir per 
31 Desember 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020 .. Rp 
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

Operasi Rp 

Pasal 7 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut: 

5.468.054.749, 10 

8.337.732.459,42 

13.805.787.208,52 Rp e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar 

Biasa . 

f. Jumlah Pos Luar Biasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 

g. Surplus /Defisit Laporan Operasional Rp 



Neraca. 

Laporan Arus Kas. 

Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah. 

Daftar Rekap Peny Piutang Tidak Tertagih. 

Daftar Rekap Dana Bergulir. 

Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Daerah. 

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah. 

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap. 

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan. 

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. 

Daftar Dana Cadangan Daerah. 

Daftar Kewajiban Jangka Pendek. 

Daftar Kewajiban Jangka panjang. 

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai 

Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 

Berikutnya. 

Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD / Perusahaan Daerah. 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 

Kegiatan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

Laporan Operasional. 

LPE. 

t. Lampiran XX 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

o. LampiranXV 

p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII : 

s. Lampiran XIX 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VII 

g. Lampiran VIII 

h. Lampiran VIII 

1. Lampiran IX 

J. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

Lampiran I .4 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.1 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR S­ 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

PROVINS! JAMB!: ( _t\...- I~ /2023) 

~~~pkan di Sarolangun 
2023 

SAROLANGUN, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sarolangun. 

a. Laporan Ikhtisar Kinerja tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini; 

b. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. 

Pasal 12 

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2022 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 13 

Pasal 11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 

terdiri dari: 


